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ABSTRAK

Dosen yang dikenal sebagai seorang professional harus senantiasa menjaga
etikn dalam setinp tingkah lakunya. Schingga segala pelanggaran terhadap etika
akademik berhadapan dengan sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah
atou sanksi dari masyarakat, Yang amat penting di dalam penguatkuasaan etika
akademik adalah kesadaran moral para pelaksana kegiatan akademik: dosen,
mahasiswa dan stal administrai, sebagai seorang yang profesional tak seharusnya
seorang  dosen tersebut  melakukan tindak pidana khususnya korupsi dana
penelitian.

penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang
diteliti  hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang lmungkin mencaku_p
bahan hukum primer, sekunder dan lcrlicr.Tekni!( analisis data yang penluhs
pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersi fat tafsiran
hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukap interpretasi atau
penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan
analogi dan penghalusan, Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-
bahan hukum tertulis ' .
Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia sangat di pengaruhi oleh
pemimpin yang kurang tegas dan tidak bermoral tinggi serta hukum yang lemah
dalam penangan kasus korupsi, sehingga elit politik yang cer'!derung melakukan
tindakan  korupsi  dengan mudahnya memular balikan fakta  dan
mempermainkan hukum. Akibatnya selalu menimbulkan reaksi negatif dari
masyarakal secara keseluruhan. ; .

Simpulan , bentuk pertangggungjawaban pidana pelaku tindak pidana

korupsi dana penelitian dosen diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci - Tindak Pidana Dana Penelitian
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BAB 1y

PENUTUP

A.Kesimpulan

. Faktor Peuyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Penelitian Dose
n n

a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang
mampu  memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang
menjinakkan korupsi.

b. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.

¢. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan.

d. Kemiskinan yang bersifat structural.

e. Sanksi hukum yang lemah.

f. Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi.

g Struktur pemerintahan yang lunak.

h. Perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental. Ketika suatu
sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu
penyakit tradisional.

1. Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan

cerminan keadaan masyrakat secara keseluruhan
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sostal  diatur  dalam Undan
g-Undang Nomor
| r 20 tahun 200] tentan
A ang:
yc e ey 18 o 0. . . .
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain: =

a. Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 scbagaimana telah diubah  dan
diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas /U
No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 64 ayat | KUHP jo Pasal 55 ayat | ke | KUHP.

b. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 scbagaimana telah diubah dan
diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU

No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 64 ayat | KUHP jo Pasal 55 ayat | ke | KUHP.

¢. Pasal 5 UU No. 31 tahun 1999 scbagaimana telah diubah dan

diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU

No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 64 ayat | KUHP jo Pasal 55 ayat | ke | KUHP.

d Pasal 6 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

g s UU

diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas U
I . » ! - U

No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan lindak Pidana Korupsi |
r >
:f Pasal 64 ayat | KUHP jo Pasal 55 ayat | ke | KUHP.
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